BAB II
PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN PENCATATAN

PERKAWINAN

A. Perkawinan Beda Agama
1. Pengertian Perkawinan Beda Agama
Berkenaan dengan pengertian perkawinan beda agama dalam UU
Perkawinan tidak ada ketentuan secara pasti. Berikut ini akan
dikemukakan pengertian perkawinan beda agama menurut para Sarjana.
a. Menurut Rusli seperti yang dikutip oleh O. S, Eoh, perkawinan beda
agama adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan
seorang Wwanita, yang karena beda agama, menyebabkan
tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat
dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agama
masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia
dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.!
b. Menurut Abdurahman yang juga dikutip oleh O. S, Eoh, perkawinan

beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang

' 0. S, Eoh dalam buku “Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek’, (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2011), 35.
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memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang
lainnya.’

¢. Menurut Hilman Hadikusuma, perkawinan campuran antar agama
terjadi apabila scorang pria dan scorang wanita yang berbeda agama
yang  dianutnya melakukan  perkawinan  dengan tetap
mempertahankan agamanya masing-masing.’

Dari penjelasan ketiga sarjana hukum diatas tentang pengertian
perkawinan beda agama, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud
adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan
perempuan yang berlainan agama dan tetap mempertahankan agama
masing-masing untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan
kekal.

2. Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Islam

Dalam Islam perkawinan beda agama memiliki permasalahan
yang sudah cukup lama, tetapi masih selalu hangat untuk didiskusikan
hingga saat ini.* Mayoritas ulama sejak zaman sahabat hingga sekarang
sepakat bahwa perempuan muslimah haram hukumnya menikah dengan

laki-laki non muslim baik musyrik, kafir, maupun ahli kitab dan

2 Ibid. 36.
? Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonsia; Menurut Perundangan, Hukum Adsat,
hukum Afmg (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 17.
Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Perbandingan
Figih dan Hukum Positif; (Yogyakarta: Teras, 2011), 279.
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melarang laki-laki muslim menikahi wanita musyrik dan kafir,

berdasarkan ayat al-qur’an surat al-Bagarah ayat 221 yang berbunyi:
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Artinya:
Dan janganiah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mercka
beriman. Sesungguhnya wanita budsk yang mukmin lebih baik dari
wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu
menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin)
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budsk yang mukmin lebih baik
dari orang musyrik, walaupun Dis menarik hatimu, mereks mengajak ke
neraka, sedang Allah mengajak ke surgs dsn ampunan dengan izin-Nya.

dan Allsh menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada
manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Bagi para ahli hukum Islam (fugaha) teks surat al-Baqarah ayat 221
diatas dipandang memberikan sebuah muatan hukum tersendiri dalam
bidang perkawinan. Ayat-ayat hukum (ayat al-ahkam) al-qur’an
biasanya diderivasikan secara rinci-aplikatif menjadi bentuk-bentuk
ketetapan fikih. Pada kasus ini surat al-Baqarah ayat 221 dijadikan dasar
utama dalam mengonstruksi ketentuan larangan kawin lintas agama.’

Dan juga dalam surat al-Mumtahanah ayat 10 yang berbunyi:

® Departemen Agama R, A/-Qur’an dan Tejemahannys, 35.
$ Suhadi, Kawin Lintas Agama, (Yogyakarta: LKiS, 2006), 34-35.
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Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu
perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji
(keimanan) mercka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan
mereka;maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar)
beriman Maka janganlsh kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami
mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu
dan orang-orang kafir itu tiada halal puls bagi mereka. dan beriksnlah
kepada (suami suami) mereks, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada
dosa atasmu mengswini mereka apabila kamu bayar kepads mereka
mahamya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan)
dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu mints mahar
yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang
telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di
antara kamu. dan Allsh Maha mengetahui lsgi Maha Bijaksana.

Tetapi yang menjadi persoalan dari zaman sahabat hingga modem
ini adalah perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan
perempuan ahli kitab atau kirabiyah. Berdasarkan zhahir surat al-
Baqarah ayat 221 tersebut, menurut pandangan ulama pada umumnya
pernikahan seorang muslim dengan Aitabiyah dibolehkan tetapi sebagian
ulama yang lain mengharamkannya atas dasar sikap musyrik kitabiyah

bahkan tidak sedikit para ulama yang mengharamkannya dengan

” Departemen Agama Rl, A/-Qur’an dan Terjemahannys, 550.
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berpegang pada sadz adz-dzari’ah, karena mudahnya fitnah dan mafsadah
yang timbul dari perkawinan tersebut.?

Adapun pandangan mufassirin tentang ahli kitab adalah sebagai
berikut:

a. Ali as-Sayyis menjelaskan dalam surat al-Maidah ayat 5:
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“Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makansn
(sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan
makanan Kkamu halal (pula) bagi mereks. (dan Dihalalkan
mangawini) wanita yang menjsga kehormatan diantara wanita-
wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan
di antars orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu
telah membayar mas kawin mercka dengan maksud menikahinya,
tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya
gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak
menerima Aukum-hukum Isiam) Maka hapusiah amaiannya dan ia di
hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.”

Arti muhshanat dalam ayat tersebut sebagai jamak dari al-
muhshansh yang artinya al-harair yakni wanita merdeka (bukan

hamba sahaya).'

8 Wasman, Hukum Perkawinan, 280-281

3 Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Tegjemahannys, 107.

1% Ali as-Sayis, Tafsir Ayat al-Abkam, Vol 2, (Mesir: Matba’ah Muhammad Ali Sabih wa
Auladah, 1953), 168
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b. Ali Ash-Shabuni memberi arti ‘al-afifah yaitu perempuan yang
memelihara kehormartan diri (tidak berbuat zina).'

Pada dasarnya laki-laki muslim diperholehkan (halal) mengawini
perempuan ahli kitab berdasar pengkhususan surat al-Maidah ayat 5.
Pengertian ahli kitab di sini mengacu pada dua agama besar rumpun
semitik sebelum Islam, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ibn Rusyd menulis
bahwa para ulama sepakat akan kehalalan mengawini perempuan ahli
kitab dengan syarat ia merdeka (bukan budak), sedangkan mengenai
perempuan ahli kitab yang dalam status tawanan (b7 a/-milk) para ulama
berbeda pendapat.'? Ibn Munzhir berkata:

Tidak ada dari sahabat yang mengharamkan (laki-laki muslim
mengawini perempuan ahli kitab). Kecuali Ibnu Umar ketika ditanya
tentang pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan Yahudi
dan Nasrani beliau menjawab: Dan Allah mengharamkan wanita musyrik
atas (mengawini) orang mukmin. Dan saya tidak mengetahui manakah
syirik yang lebih besar daripada secorang wanita yang mengatakan bahwa
tuhannya adala Isa.

Qurthubi dan Nuhas mengatakan:

Dy antara sahabat yang menghalalkan antara lain: Ustman, Talhah, Ibnu
Abbas, Jabir, dan Hudzsifah. Sedangkan dari golongan tabi’in yang

menghalalkan adalah: Said bin Mutsayysab, Said bin Jabir, al-Hasan
Mujahid, Thawus, Ikrimah, Syabi, Zhahak, dan lain-lain. "

1" Ali Ash-Shabuni, Tafir Ayat al-Abkam, Vol | (Makkah: Dar al-Qur’an al-Karim, 1972),
532.

2 Ton Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugtasid, (Beirut: Dar al-Fikr), 33.

1% Sayid Sabiq, Figh as-Sunnah, vol. 2, (Beirut: Dar al-Fath, 1995), 179.
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Adapun pendapat fugaha empat madzhab Sunni tentang laki-laki
muslim mengawini perempuan ahli kitab adalah sebagai berikut:'*
a. Madzhab Hanafi
Para ulama madzhab Hanafi mengharamkan seorang laki-laki
mukmin mengawini perempuan ahli kitab yang berdomisili di
wilayah yang sedang berperang dengan Islam (dar al-harb). Karena
mereka tidak tunduk terhadap hukum orang-orang Islam schingga

bisa membuka pintu fitnah. Sedangkan mengawini perempuan ahli

Islam.

b. MadzhabMaliki
Pendapat madzhab Maliki terbagi menjadi dua. Kelompok pertama
memandang bahwa mengawini perempuan ahli kitab baik di dar a/-
harb maupun dzimmiyyah hukumnya makruh mutlak. Hanya saja
kemakruhan di dar al-harb kualitasnya lebih berat. Kelompok kedua
memandang tidak makruh mutlak sebab zhahir surat al-Maidah ayat
5 membolehkan secara mutlak. Tetapi tetap saja makruh karena
digantungkan kemakruhannya berkait dengan dar al-Islam

(pemerintah Islam), sebab perempuan ahli kitab tetap saja boleh

"4 Abdurrshman Al-Jeziry, al-Figh ‘ala al-Madzahib al-‘Arba’ah, Vol, 4 (Beirut: Dar Thya al-
Turas al-* Arabi, 1969), 76-77
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minum khamr, memakan babi, dan pergi ke gereja. Padahal suaminya
tidak melakukan itu semua.
C. Madzhab Syafi’i
Para fiugaha madzhab Syafi’i memandang makruh mengawini
perempuan ahli kitab yang berdomisili di dar al-Islam, dan sangat
dimakruhkan (tasydid al-karahah) bagi yang berada di dar al-harb,
sebagaimana pendapat fugaha Malikiyah. Ulama Syafi’iyah
memandang kemakruhan tersebut apabila terjadi dalam peristiwa
berikut:
- Tidak terbersit oleh calon mempelai lakai-laki muslim untuk
mengajak perempuan ahli kitab tersebut masuk Islam.'’
- Masih ada perempuan muslimah yang shalihah.'®
- Apabila tidak mengawini perempuan ahli kitab tersebut ia bisa
terperosok ke dalam perbuatan zina.
d. Madzhab Hambali
Laki-laki muslim diperbolehkan dan bahkan tidak sama sekali
dimakruhkan mengawini perempuan ahli kitab berdasarkan
keumuman surat al-Maidah ayat 5. Disyaratkan perempuan ahli kitab

tersebut adalah perempuan merdeka (bukan budak), karena al-

'* Jadi, jika ia mempunyai tujuan mengajak calon istrinya masuk Islam, maka hukumnya
tidak makruh lagi.

'¢ Jadi, tidak makruh lagi bila ternyata memang sudsh tidak ada perempusn muslimah
shalihah yang bisa dijadikan istri.
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muhshanat yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah perempuan
merdeka.

Dari uraian di atas, bisa diketahui bahwa para wlama madzhab
pada dasarnya sepakat akan kebolehan menikahi wanita ah/i kitab, hanya
saja ketika hukum asal ini dikaitkan dengan kondisi dan hal-hal lain yang
berkaitan dengan konsep mas/ahah dan mafSadah, maka hukumnya akan
menjadi makruh bahkan haram.'” Inilah salah satu bentuk toleransi Islam
yang tidak ditemukan tandingannya dalam agama-agama lain. Meskipun
Islam menganggap orang ahli kitab kufur dan sesat, namun ia
memperbolehkan seseorang muslim menikah dengan wanita ahli kitab
untuk menjadi istrinya dan pemelihara rumah tangganya, menjadi
penenang jiwanya dan tempat menyimpan rahasianya, serta menjadi ibu
bagi anak-anaknya.'®

3. Perkawinan Beda Agama Sebelum UU No. 1 Tahun 1974

Suatu peraturan dalam hukum antar golongan yang mengatur
masalah perkawinan campuran pernah ada di Indonesia. Peraturan
dimaksud adalah peraturan yang dahulu dikeluarkan oleh pemerintah
kolonial Hindia Belanda yang bernama “Regeling op de Gemengde

Huwelijken” (RGH) atau peraturan tentang perkawinan campuran yang

'" M. Nurul Irfan, “Menikahi Wanita Abli Kitab dalsm Perspektif Hukum Islam” dalam
jurnal “EI-Qisth”, vol. 2 no. 1, 85.

*® Yusuf Qaradhawi, Halal dan Haram, terj: Abu Said al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh
Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 1985), 206,
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dimuat dalam Staatblaad 1989 No. 158.'" Dalam hal hukum keluarga,
hukum campuran yang dibentuk adalah peraturan perkawinan campuran.
Perkawinan campur dibentuk pada hbulan Desember 1806 oleh
pemerintah Hindia Belanda melalui Statblaad 1898 No. 158 (RGH).
Peraturan perkawinan campuran ini dimaksudkan untuk mengatur
perkawinan-perkawinan antara orang-orang Indonesia yang tunduk pada
hukum yang berbeda-beda. Pengaturan ini dimaksudkan agar tidak
menimbulkan konflik hukum atas hal tersebut.?

Menurut pendapat kebanyakan ahli hukum dan yurisprudensi
yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara
seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masing-masing pada
umumnya tunduk pada hukum yang berlainan.”' Pasal 1 dari Peraturan
Perkawinan Campuran (RGH) tersebut menyatakan bahwa:

“Yang dinamakan perkawinan campuran adalah perkawinan antara
orang-orang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan,”?

Berkaitan dengan perkawinan beda agama, peraturan ini dalam
pasal 7 ayat 2 (RGH) secara tegas ditetapkan bahwa:

“Perbedaan agama, keturunan atau suku bangsa tidak akan menjadi
penghalang suatu perkawinan.”?

' Asmin, Status Perkawinan Antar Agama; Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1
Tahun 1974, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), 66.

% Nasrul Umam Syafi’i dan Ahmad Nurcholish, Ads Apa Dengan Nikah Beda Agama?,
(Tangerang: Qultummedia, 2004), 180.

21" Asmin, Status Perkawinan, 66.

2 pasal 1, RGH.

 Pasal 7 ayat 2, RGH.
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Jika demikian halnya maka perbedaan agama tidak boleh menjadi
penghalang untuk diadakannya perkawinan.?* Meskipun secara eksplisit
peraturan ini menjamin berlangsungnya perkawinan beda agama, namun
dalam prakteknya, khususnya bagi perempuan, persoalan perkawinan
beda agama bukan hal yang mudah. Perfama perkawinan campuran
dengan demikian pada prinsipnya menggunakan perempuan sebagai
jembatan perkawinan campuran. Perempuanlah yang harus menundukkan
diri dan mengubah status hukumnya mengikuti hukum laki-laki. Pasal 2
misalnya, menyebutkan bahwa:

“Perempuan yang melakukan perkawinan campuran berubah statusnya
menjadi mengikuti status hukum suaminya.”?*

Sebagaimana disebutkan dalam peraturan tersebut, bahwa perkawinan
campuran ialah perkawinan antara orang-orang (laki-laki maupun
perempuan) yang tunduk pada hukum-hukum berlainan, maka
perkawinan campuran dapat dilakukan dengan penundukan hukum. Bisa
juga disebut pemilihan hukum di mana orang tersebut akan tunduk pada
hukum yang dipilihnya (pihak perempuan terhadap hukum laki-laki yang
menjadi suaminya). Kedvs, undang-undang mensyaratkan secara mutlak

adanya surat keterangan bebas dari rintangan untuk melakukan

% Nasrul Umam, Ada Apa, 180-181.
® Pasal 2, GHR
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perkawinan campuran sebagaimana tertera dalam beberapa pasalnya.’’
Persyaratan tersebut dapat dilihat pada pasal 7 dan 8 perkawinan
campuran:

“Perempuan yang akan melakukan perkawinan campuran dengan seorang
laki-laki, dibolehkan apabila telah melalui dan tidak bertentangan dengan
syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi perempuan
tersebut.”?’

Dengan demikian, meskipun Staatblaad 1898-158 ini menjamin
terjadinya perkawinan campuran (suku, ras, agama, dan warga negara),
peraturan perkawinan campuran yang diatur dalam Staatblaad 1898 No.
158 pada pra.kteknyaillmasih menemukan kendala. Hal ini karena cara
pandang dan keyakinan terhadap nilai tertentu bahwa perkawinan beda
agama tidak dianjurkan lebih kuat. Namun, peraturan ini dapat dikatakan
menjamin peluang perkawinan beda agama. Hal ini penting diketahui,
karena dari uraian diatas dapatlah dikatakan bahwa sebelum berlakunya
UU No. 1 Tahun 1974 telah ada suatu ketentuan perundang-undangan
yang dapat memecahkan persoalan yang timbul dari adanya perkawinan
beda agama. Dengan begitu pasangan yang akan melangsungkan
perkawinan beda agama boleh merasa terlindung dan terjamin kepastian

hukum daripada perkawinan mereka dalam arti bahwa perkawinan

mereka, walaupun menurut hukum agama masing-masing dianggap tidak

% Nasrul Umam, Ada Aps, 182-183
7 Pasal 7-8, GHR
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sah, setidak-tidaknya diakui adanya oleh hukum negara. Keadaan mana
sangat berpengaruh besar terhadap ketentraman jiwa kedua pihak.?
4. Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang No. 1 Tahin 1974
Perkawinan beda agama sebagai salah satu masalah dalam isu
perkawinan, sebenarnya bukan isu baru dalam hukum Indonesia. Dalam
scjarahnya, perkawinan antar agama telah dibuat aturannya semenjak
zaman sebelum kemerdekaan. Waktu itu perkawinan beda agama
dimasukkan dalam kelompok perkawinan campuran (dalam Staatblaad
1989 No. 158), perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang
perempuan yang tunduk pada hukum yang berbeda berdasarkan hukum
agama, adat, maupun kewarganegaraan. Namun sejak diberlakukannya
UU No. 1 Tahun 1974, definisi perkawinan campur mengarah pada orang
yang akan menikah karena perbedaan kewarganegaraan.”

Berbeda dengan hukum perkawinan sebelumnya yang menganut
konsep hukum perkawinan perdata, UU No. 1 Tahun 1974 justru
memberikan peranan yang sangat menentukan sah/tidaknya suatu
perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon
mempelai, disamping unsur-unsur lain seperti unsur biologis, sosial dan
unsur-unsur hukum adat. Keadaan dimaksud akan tampak dengan jelas

dalam pasal 2, yang menjadikan hukum agama dan kepercayaan itu

 Asmin, Status Perkawinan, 67.
% Nasrul Umam, Ada Apa, 174.



37

sebagai ukuran untuk menentukan sah/tidaknya suatu perkawinan, pasal 8
huruf f, mengenai larangan perkawinan berdasarkan agama dan pasal 51
ayat 3 yang menentukan bahwa wali dalam melaksanakean tupasnya wajib
menghormati agama dan kepercayaan si anak yang berada di bawah
perwaliannya.”’ Pemberian peran yang sangat besar kepada hukum agama
ini lebih jelas lagi bila diperhatikan penjelasan pasal 2 ayat 1 yang
menyatakan:

“Tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya
itu”.”’

Hazairin secara tegas menafsirkan pasal ini beserta penjelasannya dengan
menyatakan “Bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin
dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang
Kristen, orang Hindu, dan orang Budha seperti yang dijumpai di
Indonesia.”*?

Karenanya hal itu berarti “jalan buntu” bagi pasangan-pasangan
yang akan melangsungkan perkawinan beda agama, sebab selain dari
adanya ketentuan tersebut di atas, mereka juga sudah tidak mungkin lagi
untuk  menggunakan saluran ketentuan perkawinan campuran

sebagaimana diatur dalam pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974, karena

perkawinan campuran yang dimaksud dalam pasal ini adalah:

* Tbid,

3! pasal 2 ayat 1, UU No. 1 Tahun 1974

3 Hazairin, Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. | Tabun 1974, (Jakarta:
Tintamas, 1986), 2.
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“Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum
yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak
berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan
Indonesia.*
Dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran dalam pasal tersebut
sebagai berikut:
a) Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita
Unsur ini menjelaskan bahwa perkawinan campuran itu adalsh
perkawinan monogami.
b) DiIndonesia tunduk pada hukum yang berlainan
Unsur ini menjelaskan bahwa perbedaan hukum yang berlaku bagi
pria dan bagi wanita yang kawin campuran itu bukan karena
perbedaan agama, suku bangsa, dan golongan di Indonesia,
melainkan karena kewarganegaraan,
¢) Perbedaan kewarganegaraan
Unsur ini menjelaskan bahwa salah satu pihak yang akan
melangsungkan perkawinan campuran itu harus warga negara asing.
d) Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia
Unsur ini mempertegas bahwa pihak pria atau pihak wanita dalam
perkawinan campuran harus warga negara Indonesia.

Dengan demikian jelaslah bahwa konsep perkawinan campuran

menurut UU No. 1 tahun 1974 berbeda dengan konsep perkawinan

3 Pasal 57, UU No. 1 Tahun 1974
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campuran menurut Staatblaad No. 158 Tahun 1989.* Jadi rumusan yang
diatur dalam pasal 57 tersebut tidak meliputi perkawinan beda agama
dan dengan sendirinya ketentnan tersebut tidak dapat diterapkan
terhadap perkawinan beda agama. Kemungkinan akan timbul suatu
pertanyaan mengenai, apakah sekarang ini tidak mungkin untuk
menggunakan ketentuan-ketentuan dari Staatblaad No. 158 Tahun 1989?
Mengenai hal ini dapat dilihat melalui ketentuan pasal 66 dari UU No. 1
Tahun 1974. Pasal 66 tersebut menyatakan: bahwa dengan berlakunya
undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Ordonansi Perkawinan Indonesia
Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers, S. 1933 No. 74),
Peraturan Perkawinan Campuran (RGH), dan peraturan-peraturan lain
yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-
undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”® Dengan demikian salah satu
tujuan dari UU No.1 Tahun 1974 ini adalah unifikasi atau penyeragaman
hukum perkawinan yang sebelumnya sangat beragam.®
5. Perkawinan Beda Agama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek, S.

1874-23) atau yang disingkat BW merupakan kodifikasi hukum kolonial

3 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesis, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
2010), 113

3 Asmin, Status Perkawinan, 68.

* Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda
Agama, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 138



di Indonesia yang berlaku untuk golongan Timur Asing yang tunduk atau
menundukkan diri pada hukum Eropa, khususnya dalam hal perdata
(hubungan antara satu subiek hukum dengan subjek hukum lainnya).
Beberapa hal yang diatur dalam BW adalah hukum mengenai
perorangan, hukum keluarga, dan hukum kebendaan atau harta kekayaan.
Perkawinan adalah salah satu bidang yang diatur di dalam BW untuk
kategori hukum keluarga.’’ Pengaturan perkawinan pada BW diatur
dalam banyak pasal. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa
pengaturannya dianggap prioritas. Perkawinan menurut BW hanya
merupakan hubungan-hubungan perdata. Maksudnya, perkawinan
discbutkan sebagai proses antara dua pihak yang bersepakat
melangsungkan perkawinan di hadapan seorang pegawai pencatat sipil.38
Peraturan ini tidak akan turut campur dalam upacara-upacara yang
diadakan oleh institusi agama. Peraturan inipun tidak mengindahkan
rintangan-rintangan perkawinan menurut agama. Secara eksplisit BW
menyatakan bahwa yang didahulukan adalah proses perkawinan di
hadapan catatan sipil ketimbang prosesi agama. Bahkan dilarang

dilakukannya perkawinan dengan menggunakan prosesi agama sebelum

¥ Nasrul Umam, Adz Apa, 178.
®H.F A Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1996), 50.
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dilakukan di hadapan catatan sipil.** Hal ini dapat ditemukan dalam
pasal 81 yang menyebutkan bahwa:

“Tidak ada upacara keagamaan vang holeh dilaknkan sebelum kedua
pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di
hadapan catatan sipil telah berlangsung.”*

Secara implisit aturan ini memberikan peluang dilakukannya
perkawinan antar agama. Di dalam BW tidak ada pasal-pasal yang secara
eksplisit dan detail membahas perkawinan beda agama. Dalam pasal-
pasal yang berisi tentang larangan perkawinan, tidak pula ada larangan
perkawinan beda agama. Hal ini karena prinsip utamanya adalsh
perkawinan formal di hadapan negara yang diwakili oleh catatan sipil.
Meski pada zaman kolonial tidak berlaku untuk Bumiputera, menarik
untuk diamati bagaimana pengaturan perkawinan dalam BW tersebut.
Sebab pada praktiknya peraturan itu dilaksanakan terhadap golongan
tertentu di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam BW. Selanjutnya
setelah Indonesia merdeka dan belum adanya UU Perkawinan baru, BW
menjadi salah satu referensi hukum bagi masyarakat dan institusi
pengadilan pemerintah Indonesia. Peraturan inilah yang dijadikan dasar

terjadinya perkawinan antar agama di Indonesia sebelum disahkannya

* Nasrul Umam, Ada Apa, 178-179.
“ pasal 81, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
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UU Perkawinan. Peraturan inipun menjadi momok yang menakutkan
bagi yang pro pada peraturan perkawinan yang berbasis agama.*!
6. Perkawinan Beda Agama Dalam Inpres No. 1 Tahun 1001 Tentang

Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun dengan maksud untuk
melengkapi UU Perkawinan dan diusahakan secara praktis
mendudukkannya sebagai hukum perundang-undangan meskipun
kedudukannya tidak sama dengan itu. KHI dengan demikian berinduk
kepada UU Perkawinan. Dalam kedudukannya sebagai pelaksanaan
prkatis dari UU Perkawinan, maka materinya tidak boleh bertentangan
dengan UU Perkawinan. Oleh karena itu, seluruh materi UU Perkawinan
disalin ke dalam KHI ditambahkan materi lain yang prinsipnya tidak
bertentangan dengan UU Perkawinan. Hal ini terlihat dari jumlah pasal
yang ada di antara keduanya. UU Perkawinan secara lengkap 67 pasal
sedangkan KHI mencapai 170 pasal.**

Berkaitan dengan nikah beda agama, ada dua pasal dalam KHI
yang menyebutkan hal tersebut. Pertama, pasal 40 yang menyatakan
bahwa:

“Seorang pria dilarang melangsunfkan perkawinan dengan seorang
wanita yang tidak beragama Islam.™

! Nasrul Umam, Ada Aps, 179.
* Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), 31.
“ pasal 40, KHI
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Dan kedua, pasal 44 menyatakan:

“Seorang wanita Islam dilarang melan‘gsungkan perkawinan dengan
seorang pria yang tidak heragama Telam ”

Perbedaan agama dalam KHI dipandang sebagai penghalang bagi
pasangan pemuda-pemudi yang hendak melangsungkan suatu
perkawinan. Artinya, orang Islam baik laki-laki maupun perempuan tidak
diperbolehkan untuk menikah dengan orang non islam.** Perimbangan
pelarangan kawin beda agama dalam KHI antara lain: Pertama,
pandangan bahwa kawin beda agama lebih banyak menimbulkan
persoalan, karena terdapat beberapa hal prinsip yang berbeda antara
kedua mempelai. Memang ada pasangan perkawinan beda agama dapat
hidup rukun dan mempertahankan ikatan perkawinannya namun yang
sedikit ini dalam pembinaan hukum belum dijadikan acuan, karena hanya
merupakan pengecualian. Kedva, KHI mengambil pendapat ulama

Indonesia, termasuk di dalamnya MUL*

B. Pencatatan Perkawinan
Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan menetapkan bahwa tiap-tiap

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4 pasal 44, KHI
* Mohammad Monib, Kado Cints, 150-151.
4 Suhadi, Kawin Lintas Agama, 52-53.



Dalam penjelasan umum sub b hanya disebutkan bahwa pencatatan tiap-tiap
perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa
penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang
dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat
dalam daftar pencatatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
pencatatan perkawinan itu bertujuan agar peristiwa perkawinan itu menjadi
jelas baik bagi yang bersangkutan maupun orang lain dan masyarakat karena
dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat dalam suatu
daftar yang khusus untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan
sebagai alat bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu
dapatlah dibenarkana atau dicegah suatu perbuatan yang lain. Perbuatan
pencatatan menurut K. Wantjik Saleh, tidak menentukan sahnya suatu
perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada
dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif. Sedangkan soal sahnya
perkawinan, UU Perkawinan dengan tegas menyatakan pada pasal 2 ayat 1
bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya.*’
1. Pencatatan Perkawinan Menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
Perkawinan di Indonesia diatur melalui UU No. 1 Tahun 1974

tentang perkawinan. UU ini terdiri dari 14 bab dan 67 pasal, dan untuk

“0. S, Eoh, Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2011), 99-100
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implementasinya termasuk tentang pencatatan perkawinan dilengkapi

pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan

pelaksanaannya dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975.%8

Untuk melaksanakan pencatatan perkawinan, pasal 2 Peraturan

Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 menetapkan bagi mereka yang

beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat NTR sedangkan bagi

mereka yang tidak beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat

Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Prosedur melakukan pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 3
sampai dengan pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya
mengatur tentang:

1. Pemberitahuan oleh para pihak yang akan kawin kepada Pegawai
Pencatat Perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja
sebelum perkawinan dilangsungkan. Akan tetapi kalau ada alasan
penting, maka Camat atas nama Bupati Kepala Daerah dapat
memberikan Dispensasi.

Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon

mempelai atau oleh orang tua atau walinya,

“ Mohammad Monib, Kado Cints, 137.
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Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan,

tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau

keduanya pernah kawin disebut juga nama istri atau suami terdahulu,

wali nikah bagi mereka yang beragama Islam, nama saksi, dan lain-

lain.

. Pegawai pencatat setelah menerima pemberitahuan akan meneliti

apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak

terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.

Selain itu Pegawai Pencatat akan meneliti hal-hal yang disebut

dalam pasal 6 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:

a,.

Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai,
kalau tidak ada dapat dipergunakan surat keterangan yang
menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan
Kepala Desa/Lurah.

Keterangan mengenai nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan
dan tempat kediaman orang tua calon mempelai.

Izin Pengadilan, apabila salah seorang calon mempelai atau
keduanya belum mencapai batas usia nikah.

Izin Pengadilan, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami

yang masih mempunyai istri.
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e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat apabila calon mempelai pria
belum mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai wanita
belum mencapai 16 tahun,

f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal
perceraian surat keterangan perceraian bagi perkawinan kedua
kalinya atau lebih.

g lzin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri
Hankam/Pangab, apabila calon mempelai atau keduanya anggota
ABRIL

h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh
Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau
keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang
penting sehingga mewakilkan kepada orang lain.

. Jika semua ketentuan tentang pemberitahuan dan telah dilakukan

penelitian, ternyata tidak ada suatu halangan dan semua syarat-syarat

perkawinan telah dipenuhi, maka Pegawai Pencatat membuat
pengumuman tentang kehendak untuk melangsungkan perkawinan
tersebut dengan menempelkan pengumuman menurut bentuk yang
ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan akan dilangsungkan
dan tempat kediaman masing-masing calon mempelai, pada suatu

tempat yang sudah ditentukan sehingga mudah dibaca oleh umum.
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Pengumuman tersebut ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan
memuat:
a. Nama, umur, agama/kepercavaan, pekeriaan, tempat kediaman
dari calon mempelai dan orang tua dari calon mempelai.
b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.
Maksud pengumuman itu adalah untuk memberi kesempatan kepada
umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi
dilangsungkannya suatu perkawinan apabila diketahui bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
2. Pencatatan Perkawinan Menurut Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam
Al-quran dan al-hadist tidak mengatur secara rinci mengenai
pencatatan perkawinan., Namun dirasa oleh masyarakat mengenai
pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik
UU No. 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam.
Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban
perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan
berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh
masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan merupakan

upaya untuk menjaga kesucian (mitsaqgan galidzan) aspek hukum yang

® 0., Eoh, Perkawinan Antar Agama, 100-102.
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timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan
kutipan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami istri.
Kutipan akta nikah tersebut, dapat dignnakan oleh masing-masing pihak
bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk
mendapatkan haknya.*

Pencatatan perkawinan seperti diatur dalam pasal 2 ayat 2
meskipun telah disosialisasikan 26 tahun lebih, sampai saat ini masih
dirasakan adanya kendala-kendala. Upaya ini perlu dilakukan oleh umat
Islam secara berkesinambungan di negara Republik Indonesia.’
Berdasarkan kendala yang dimaksud tersebut, sebagai akibat adanya
pemahaman fikih Imam Syafi’i yang sudah membudidaya di kalangan
umat Islam Indonesia. Menurut paham mereka, perkawinan telah
dianggap cukup bila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi tanpa diikuti
oleh pencatatan, apalagi akta nikah. Kondisi ini terjadi dalam
masyarakat sehingga masih ditemukan perkawinan di bawah tangan
(perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon
mempelai wanita tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan tidak
mempunyai Akta Nikah).”> Kenyataan dalam masyarakat seperti ini

merupakan hambatan Undang-Undang Perkawinan. Pasal 5 dan 6 KHI

% Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 26.
5! Ibid. 26-27.

%2 K ompilasi Hukum Islam, pasal 5 dan 6.
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mengenai pencatatan perkawinan mengungkapkan beberapa garis hukum
sebagai berikut:
“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap
perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut, pada ayat ¢))
dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32
Tahun 1954.”%
“Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus
dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat
Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar &engawasan Pegawai Pencatat
Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”

3. Pencatatan Perkawinan Beda Agama Menurut UU No. 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan

dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan
melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi
administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.’® Registrasi penduduk di
Indonesia telah memasuki era baru dengan dikeluarkannya Undang-
Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
beserta berbagai peraturan pelaksanaannya. UU No. 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Peraturan

Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun

% Pasal 5, ayat 1 dan 2, KHI.
5 Pasal 6, ayat 1 dan 2, KHI.
% Pasal 1 ayat 1, PP No. 37 Tahun 2007
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2006 menjamin hak seorang/kelompok untuk mendapatkan hak-hak
administrasi kependudukan seperti pencantuman kepercayaan dalam
KTP, akta kelahiran, perkawinan dan dokumen kematian. Ada juga
payung hukum lain yakni Peraturan Presiden (Perpres) No. 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Catatan Sipil. Dengan peraturan perundang-undangan tersebut, mereka
berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan administrasi
kependudukan tanpa diskriminasi.*®

Dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan (Adminduk) dengan PP (Peraturan
Pemerintah) No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan berarti hal ini bertujuan untuk
menertibkan administrasi terutama dalam hal kependududukan. Bertolak
dari penjelasan secbelumnya, bahwa sejauh ini Undang-Undang
Perkawinan belum memberikan peluang bagi pasangan yang berbeda
agama untuk menikah, apalagi mencatatkan perkawinannya, tetapi dalam
salah satu pasal yang menarik untuk dicermati dalam UU No. 23 Tahun
2006 ini yaitu pasal 35 huruf (a) ternyata perkawinan beda agama dapat

dicatatkan. Bunyi dari pasal tersebut adalah:

% Fulthoni, dkk, Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan, (Jakarta: The
Indonesian Legal Resource Center, 2009), 7.
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“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku
pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;™’

Dalam penjelasan undang-undangnya, pasal di atas disebutkan bahwa:

Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan"
adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.*®

Sedangkan pasal 34 ayat 1 dan 2 menyatakan:

“Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib
dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya
perkawinan gpalimg lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal
perkawinan’

“Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 Pejabat
Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan
Kutipan Akta Perkawingn”%

Penjelasan pasal 34 ayat 1 dan 2 adalah sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah ikatan lahir batin antara
seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan
ketentuan perundang-undangan”

“Penerbitan akta perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam
dilakukan oleh Departemen Agama”

Berdasarkan pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006, maka
sekarang pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama
dapat mencatatkan perkawinannya asalkan dengan terlebih dahulu
mengajukan permohonan ke Pengadilan dan mendapatkan penetapan dari

Pengadilan. Perumusan pasal 35 huruf (a) dalam UU No. 23 Tahun 2006

tersebut karena adanya celah dalam pasal 21 UU No. 1 Tahun 1974.

57 Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 tahun 2006.

%8 Penjelasan pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006.
* Pasal 34 ayat 1, UU No. 23 Tahun 2006.

% Pasal 34 ayat 2, UU No. 23 Tahun 2006.
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Dalam pasal 21 UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan, bahwa jika pegawai
pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut
ada larangan menurut undang-undang ini, maka ia akan menolak
melangsungkan perkawinan. Di dalam penolakan, maka permintaan salah
satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat

perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan

61

tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.® Hal tersebut

sebagaimana dijelaskan dalam pasal 21 UU Perkawinan yang berbunyi:

Pasal 21
(1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap
perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia
akan menolak melangsungkan perkawinan.
(2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang
ingin melangsungkan perkawinan. oleh pegawai pencatat perkawinan
akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai
dengan alasan-alasan penolakannya.
(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan
permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat
perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk
memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan
penolakan tersebut di atas.
(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan
akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan
terscbut  ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan
dilangsungkan.

S1¢C.S.T. Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesis, (Jakarta: Balai
Pustaka, 1989), 233,
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(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang
mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin
kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.®

Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan
permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat
perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberi
keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di
atas. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan cara singkat dan
akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan
tersebut  ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan
dilangsungkan.®® Kewenangan pengadilan untuk menilai inilah yang
kemudian membuka peluang untuk mencatatkan perkawinan beda
agama. Kemungkinan mencatatkan perkawinan beda agama kemudian
dimuat dalam pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006.

Hal ini dirasa cukup untuk menjelaskan boleh tidaknya nikah
beda agama di Indonesia. Hanya saja pernikahan beda agama selalu
menjadi topik yang menarik untuk selalu dikaji, karena pernikahan beda

agama dianggap masih menjadi pokok persoalan yang dirasa masih tabu.

2 UU No. 1 Tahun 1974, pasal 21
8 C. S. T. Kansil, Pengantar Iimy Hukum, 233-234.



